
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR VI TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

BUPATI BOYOLALI,

bahwa da) am rnngka memenuhi ketentuan Pa sal 13 ay at (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 
ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka peHu 
mcnetapkan Peraturan Bupati Boyolali ten tang Standar 
Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Boyolali;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Ungkungan Propinsi Djawa Tengah (Berlta Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Pc rat u ran
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan AdminisCraUf Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lerabaran Negara RepubUk 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Daerah Kabupaien Boyolali Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pern ben tukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 
Nomor 16. Tambahan Lembaran Daerah Kabu paten 
Boyolali Nomor 183);

5. Peraturan Daerah Kabupaien Boyolali Nomor 5 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran 
Daerah Kabupaien Boyolali Tahun 2017 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
194);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Fed Oman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diuhah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menten Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 53 Tahun 2016 tentang 
Uraian Tugas Jabatan Eselon Pad a Sek re lariat Dewan 
Perw'akilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 53);

9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Delanja Daerah Kabupaien Boyolali 
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANO STANDAR 
SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI.

BAB 1.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM 

PasaJ 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

\. Daerah ad a 1 ah Kabu paten Boyolaii.
2. Bupati adalah Bupati Boyolaii.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati aebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah an 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Penvakilan Rakyat Daerah. selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga penvakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pirn pin an DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang j aba tan Ketua 
dan Wakil Ketua DPRD Kabu paten Boyolaii sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota 
DPRD Kabu paten Boyolaii sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan .

7. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin 
Sckrctariai DPRD.

8. Pakaian Dinas Pirn pi nan dan Anggota DPRD yang selanjutnya disebut 
Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan dalam tugas kedinaaan 
Rmpinan dan Anggota DPRD.

9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.

10. Kelengkapan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 
kelengkapan pakaian yang dikenakan aiau dipakai sesuai dengan jenis 
pakaian dinas termasuk peer, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu.

BAB n
PAKAIAN DINAS

Bagian Keaatu 
Jenis Pakaian Dinas

Pa sal 2

Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
a. Pakaian Sipil Marian;
b. Pakaian Sipil Resmi;
C. Pakaian Sipil Lengkap.
d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang; dan
e. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah.

Bagian Kedua.
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Bagjan Kedua 

Fakaian Sipil Harian

Pasal 3

(1| Pakaian Sipil Hanar) aebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan 
lainnya yang bersifat umum.

(2) Pakaian Sipil Harian laki^laki ditentukan sebagai behkut: 
a. jas lengan pendek dan celana panjang wama sama; 
b- Ichcr berdiri dan terbuka;
c. 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satuj atas kiri dan 2 (dual bawah kanan 

dan kiri;
d. kancing 5 (lima} buah; dan
e. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu pantofel wama hitam.

(3) Pakaian Sipil Harian wanita ditentukan sebagai berikut:
a. jas lengan pendek dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah 

lutut wama sama:
b. leher berdiri dan terbuka;
c. 3 (tigaj saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan 

dan kiri;
d. kancing 5 (lima) buah; dan
e. sepatu pantofel wama hitam.

(4) Pakaian Sipil Harian wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga 
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 4

(1) Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, 
menerima tamu-tamu luar negeri dan rapat paripuma yang bukan 
paripuma istimewa.

(2) Pakaian Sipil Resmi laki-laki ditentukan sebagai berikut;
a. jas lengan panjang dan celana panjang wama sama;
b. leher berdiri dan terbuka;
c. 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) aus kiri dan 2 (dua) bawah kanan 

dan kiri;
d. kancing 5 (lima) buah; dan
e. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kakir sepatu pantofel wama hitam.

(3) Pakaian Sipil Resmi wanita ditentukan sebagai berikut;
a. jas lengan panjang dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah 

lutut wama sama;
b. leher berdiri dan terbuka;
c. 3 (tiga) saku terdiri dari I (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan 

dan kiri;

d. kancing.........
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d. kancing 5 (lima) buah; dan
e. sepatu pantofcl wama hitam.

(4) Pakaian Stpil Resmi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ke^mpai 
Pakaian Si pi) L«ngkap

PasaJ S

(1) Pakaian Sipil Lengkap aebagaimana dimaksud dalam Pa sal 2 huruf c, 
dipakai pada upacara-upacara reami kcnegaraan atau petjalanan dinaa 
ke luar negeri, dan rapat paripuma istimewa.

(2) Pakaian Sipil Lengkap laki-laki ditentukan sehagai berikut:
a. Jas wama gelap;
b. celana panjang wama sama;
c. kemeja putih dengan dasi;
d. peci hitam; dan
c. sepatu paniofe) wama hitam.

(3| Pakaian Sipil Lengkap wanita ditentukan aebagai berikut:
a. jas wama gelap;
b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lulut wama sama;
c. kemeja putih dengan dasi; dan
d. sepatu pantofel wama hitam.

(4) Pakaian Sipil Lengkap w'anita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 

Pasal 6
(1) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebagaimana dimaksud dalam 

Paaal 2 huruf d» dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun 
kepcrluan tugas lapangan.

(2) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang laki-laki ditentukan sebagai 
berikut:
a. kemeja lengan panjang. berlidah bahu;
b. celana panj an g wa ma sama;
c. 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri; dan
d. sepatu pantofcl wama hitam.

(3) Pakaian Dinas Marian Lengan Panjang wanita ditentukan sebagai berikut: 
a. baju lengan panjangf berlidah bahu;
b- rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut wama sama; 
c. 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri; dan 
d- sepatu pamofel wama hitam.

(4) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang wanita berjilbab dan hamil 
menyesuaikan.

Bagian Keen am.
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Bagian Keenam
Pakaian yang Bercinkan Khaa Daerah 

Pasal 7
(1) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf e» dipakai dalam rangka menghadih acara non formal di 
luarjam keija DPKD.

(2) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk laki-Iaki ditentukan sebagai 
berikut:
a. kemeja lengan pendek. berlidah bahu;
b. celana panjang wama hi tarn; dan
c. ikat pinggang nilon/kuUt, kaos kaki dan sepatu pantofel wama hitam.

(3) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk wanita ditentukan aebagai 
berikut:
a. baju lengan pendek, berlidah bahu.
b. rok IS cm (lima betas centimeter) di bawah lutut wama hitam;
c. 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri; dan
d. sepatu pantofel wama hitam.

(4) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 8
Model Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 111 
ATRIBUT

Bagian Kesatu 
Jenis Atribut

Pasal 9
Atribut Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari;
a. pin lambang daerah;
b. papan nama; dan
c. tanda pengenal.

Bagian Kedua 
Pin Lambang Daerah

Pasal 10
(1) Pin lambang daerah aebagiimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dip^akai 

pada semua jenis pakaian dinas.
(2) Pin lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ay at (1) terbuat dari 

bah an logam wama kuning emas.
(3) Pin lambang daerah dipakai di dad a sebelah kiri I cm (satu centimeter) di 

atas saku.

Bagian Ketiga....
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Bagian Ketiga 
Papal) Nama

PasaJ 11

(1) Pa pan nama sebagaimana dimakaud dalam Pa sal 9 huruf b menunjukkan 
nama seseorang yang dipakai di dada kanan.

(2} Papan nama sebagaimana dimaksud pad a ay at |L) terbuat dari bahan 
daaar ebonit/plastik, wama hitam dengan tulisan wama putih.

Bagian Keempal 
Tanda Pengenal

Pasal 12

(1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dipakai 
untuk mengetahui identitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2| Tanda pengenal dipakai oleh Pimpinan dan Anggota dalam menjaiankan 
tugas.

(3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada 
kantong/saku baju sebelah kiri di bawah pin lam bang daerah.

PasaJ 13

Bentuk dan model Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum 
dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.

BAB IV
PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 14
(1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan 

dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.

(2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l| terdiri dan;
a. Pakaian Seragam Marian disediakan 2 (dua) pa sang dalam 1 (satu) 

tahun;
b. Pakaian Seragam Resmi disediakan 1 (satuj pasang dalam 1 (satu) 

tahun;
Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;c.

d.

e.

Pakaian Dinas Marian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang 
dalam 1 (satu) tahun;
Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah disediakan I (satu) pasang 
dalam 1 (satu) tahun: dan
atribut discdiEikan I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pengadaan.....
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(3) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 

dilaksanakan aesuai ketentuan peraturan penmdang-undangan.

BAB V
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 15
(1) Standar satuan harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah

sebagai berikut:

a. Pakaian Seragam Harian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) 
setiap stel;

b. Pakaian Seragam Resmi sebesar Rp2.000.000100 (dua juta rupiah) setiap 
stel;

c. Pakaian Sipil Lengkap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juea rupiah) setiap 
stel;

d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebesar Rp2.000.000*00 (dua juta 
rupiah) setiap stel; dan

e. Pakaian vang Berciiikan Khas Dae rah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu 
juta rupiah) setiap stel.

(2) Standar Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah seb^ai berikut:
a. pin lambang daerah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima rtbu 

rupiah);
b. papan nama sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); dan
c. tanda pengenal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(3) Standar satu an harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
ongkos jahit.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Dupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Beriia Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal

4>BUPAV BOYOLALI,

J SENO SAMODRO
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Diundangkan di Boyolali 
pad a langgaJ

SEKR^ARIS DAERAH 
KABU/ kTENj BOYOLALI,

ININOSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR

Salinan seauai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATKN BOYOLALI,

SURATNQ
Pcmbma

NIP. 19660403 199503 1 002



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR '1- TAHUN 2018 
TENTANQ
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS 
DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DESVAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI

MODEL PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

A. PAKAIAN SIPIL MARIAN (PSH) 

J. PSH Laki-Laki:

K' - T> < <

Kelwigon:

0. l^berdtrl 
D. [Bncana
c. P^on nano
d. Sdu ddam depo) otos 
a Tondo pengenol

L Joslengan pend«K
g. Kor>clng bo|u
h. Sotaj |CH bovvtjh twtuti^ ttnon don dri
I CaioriQ p^ortg wane sana der^gon jos 

Scmbungon bohu



2. PSH Wanita:

Kdterangon:

a KrahberdrL
b. Lencorxi I
c. Sakulosotos 
d Papon noma
e. Tondo pengend

t Jos lengcn pendek
g. kdnck)g
h. Soku )os depon bowoh kooon don Idif
I Rok15cmdbov<^luMwano$9nodengan|QS
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3. PSH Wanita Hamil:

Keiwqngon;

CL KKShrebd^
b. IflncdX]
c. Sdu Ookm ofOB aebabh l(t( 
d a^xannoma
©, larxJo pcngand

i Jos heng(Ti penosic
g. ^C:rchg Jos
h. Rj
I. Rok 15 cm dl bow±i lJut vwano soma ^«ngon |Qi

•3- 1



4. PSH Wanita Hamil Beijilbab/Berkerudung:

Keterangan:

o. Kbin kenjdi^>g wcrxi sorna dsnQon |os don ick 
b. Kroh ndboh 
C. Lsncona
d. Saioj daiom otas sebelah W
e. Popan noma

f Tonoa pengenol
g. KoTCing )os
h. Jo9 leogon ponjong 
1. Flul
}. Rokpanjong

j



B. PAKAIAN SlPll RESMI (PSR) 

1. PSR Laki-Laki:

1 . • '1 \
'u ■ k*, i

a* • 1

’’V*i

A*\.y ■=

___ h

Kcierangai): 
a. Krah bcrdiii 
h. PapRTi namfl
c. Saku dalam tanpa lutup
d. Kandng.jas
e. Jaalengan par\jang

(. Saku bavah 
fprtutup kanan 
dan kJri

g. Sambungan bahu
h. Celajia panjang 

wama samn 
dcnganjaa
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2. PSRWaniia:

Kcterangan ;
a. Krah rcbah
b. Saku dalam tanpa tutup
c. Papan nama
d. KaDvingJaa
e. Jaa Icngan panjang

f. Saku bewah tenutup kanau 
dan kiri

%, Rok IS cm dibuwah
lucut/Cdana panjang wama 
aama dengao Jaa

•6- i



3. PSR Wanita Hamil:

Keterangan
a. Krah rrbah e. Kanclng jas
b. Saku dalarn lanpe tutup f. nui
C- Pa pari nama g* Rok IS cm dibawah lutut.
d. Jas lengan panjang

• 7 • I



4, PSR Wanita E^erjilbab/Berkerudung:

Ketrrangan:
ft. JObab/Kerudung
b. Kroh re bah
c. Saku doJom tanpe tutup
d. Pa pan nama 
c. Kanclng jas

f. Jaa lengan panjang
g. Saku bawah tertutup kenan dan 

kid
h. Rnk panjang.

• 8 .
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C- PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) 

1. PSL Laki-Iaki;

. *1',

. ;C>'.. 'x

KetoCTigty; 

o. Kemaja MOnQ putf)
b. Daa
c. SdulatWatai
0. ia tongcv) oa*i|a)g wmo xma dengon cMra
d. lttnc*>o)a»
r. Sooj |QS boMct) kmv) doi 1*1
g. CeKn parang 
rv SvT^bt^'gan bonu
l lBno9> porfvtg (Ssng9 licrck'iQ 3 butt)
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2. PSL Waniia:

KMangorv

a Kerr>0|o «na putfi
b. DoS
c. Sab; jot Btl otos
d Joa lenoci> par^crtg wcma scmo deng^ ceMno
e. Kmlrtg |oi
f. Sdflj ]os bowtfi 1eftuK|D bDon don
g. Rok IScmdttxMctiiulut
h. Ungor p9i|(7ig dengon icjncina 3 tuan
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3. PSL Wanita Hamil:

Ketefang<7):

o. Kernel wama puHh otou tercj>g
b. DasI
c. Sotaj )os Mf1 etas
d. Jos leng^n panfang womo scvtks dengon celona
e. Kdnclng jos
f. Rok panjang

11 i



4. PSL wanita Berjlibab/Berkerudung:

mmm
■e£it

Keterangan:
a. Kerudung dcngan wama bcbaa.
b. Kemeja wama putih.
c. Dasi.
d. Saku jas kin ataa.

Jas lengan panjang wama aama dengan rok.
f. Kancingjas.
g. Sakxi bawah kanan dan kin.
h. Rok panjang.

12
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D. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PANJANG

1. Pakflian Dinas Harian Lengan Panjang Laki<laki

Ketcraiigfln:
a. Krah berdirt h. Kancing baju
b. Lidah bahu i. Ikat pinggang
c. Lam bang daeruh j. Saku celana depan kanan dan kill
d. Pa pan nama k. Celana panjang wama sama dengan
e. Tanda pcngetial baju
f. Saku baju dcpan kanan dan L Sambungan bahu

kin m. Saku ceUma belakang scbclah
g. Baju lengan panjang kanan tenutup

• 13-



2. Pakaian Dinas Hanan Lengan Panjang wanita

..'

Kcterangan:
a. Krah fxrdiri
b. Udah bahu
c. Lambang dacrah
d. Papan nHma
e. Tanda pengf nal

f. Saku \v\iu depan kanan dan kin
g. Koncing tiaju
h. Raju Icngan panjang
i. CeUna panjang warna sama dengan 

baju

- 14-



3. BrifcafeiRt Dinas Harian Lcngan Panjang Wanita Hamil

rw',.s‘y.MV..v .11

d

-ft

/

Keterangan:
a. Kiah b^rdiri f. Bhju Icngan paiijang
b. Lam bang daerah g Kancing baju
c. Papan nama h. Plui
d. Saku dalam aiaa kanan L Rok 15 cm di bawah lutut
e. Tanda pengenaJ

• 15 -
i



3. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah unfuk Wanita Hamil;

• *..y'

f

Ketenuigon:
a. Krah rebah
b. Lencana
c. Popan nama
d. Tanda pengenal

e. Kandng baju
f. O^u motif bercidkan khas daerah
g. Rok 15 cm di bawah Iiuut wama 

gelap

- 19-
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4. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Wanita Berkerudung Kami]

I

Kcterangan:
a. Jiltwib/kcruflung
b. Krtih ^rdiri
c. Udah hahu
d. Lam bang cLierah
e. Papan nama
r. Saku datam kiri atas 
g. Tanda pengenaJ

h.
i.
J.
k.

Kancing iKijii
Baju Irngan pan.jang
Saku baju bawah kanan dan kiri
Kok/ Cf lana panjang wama
dcngan baju

- 16 -
I-



E. PAKAIAN YANG BERCIRIKAN KHAS DAERAH

1. Pakaian yang Bercinkan Khas Daerah untuk Laki-Laki:

Kcierangan :
a. ICrah bcrdiri
b. Lencana
c. Pa pan nama
d. Tanda pengeoaJ

e. Kancing baju
f. Celana panjang wama gelap
g. Kameja moUf bercinkan khtts

daerah
h. Belahan somping

- 17- K



2. Pakaian yang Berdrikan Khas Daerab untuk Wanita;

Ketcrangan :
a. Krah re bah
b. Lencana
c. Papan nama
d. Tanda pengenal

e. Baju motif berdrikan 
khas daerab

f. Kancing b^ju
g. Rok 15 cm di bawah lutut wama gelap
h. Celana panjang wama gelap

- 18 •



D. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PANJANG
1. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Laki-laki

Kctentngani
s. Krah bcrdiri h. Kancing baju
b. I.idah bahu i. Ikat pinggang
r. lam bang daerah y Saku celana d^pan kanan dan kin
(L Papan nama k. Cclana panjang warna sama dengan
r. Tandu pengenal baju
f. Saku baju depan kanan dan 1. Sambungan bahu

km m. Saku reUna Ix’lakang scbrlah
g. Baju lengan panjang kanan icnutup

• 13 •



2, Pakaian Dinas Harian Lengan Paujang wanita

i';

Kotemngan:
a. Kiah l>enliri
b. Lidah bahu
c. Lamliang daerah
d. Papan nama
e. Ta-Dda pengenal

f. Saku baju depan kanan dan km
g. Kancing baju
h. Baju lengan panjang
i. Celana panjang wama sama dengan 

baju

- 14 -



3. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Wanita Hamil

Kcicrangan:
a. Krah berdiri
b. Uunbang dacrah
c. Papon nama
d. Saku dalom atas kanan
e. Tanda pangenai

t*. Boju Icngan panjang
g. Kancit^ baju
h. Plui
i. Rok 15 cm di bawah lutut

• 15- >1



4. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Wanita EJerkerudung HamiJ

Keterangan:
a. Jilbab/kerudung h. Kancing baju
b. Krah Ijerriiri i. Baju lengan p>anjang
c, bidah bahu j. Saku baju bawah kanan dan kiri
d. Lambang daerah k. Rok/ Celana panjang warn a saiua
e. Papan nama
f. Saku daiam kirl atas
g. Tanda pengenal

dengan baju

• 16- I



E. PAKAIAN YANG BERCIRIKAN KHAS DAERAH

1. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah uneuk Laki-Uild:

KcterBngan :
a. Krah bcfdln
b. I^ncana
c. Pa pan nama
d. Tanda pengenal

c. Kancing baju
f. C«lana panjar^ wama gelap
g. Kemeja motif bercirikan khas 

daerah
h. Bclahan aomping

• 17 • i



2- Pakaian yang Bcrcirikan Khas Daerah untuk Wanita:

Keterangan :
a. Krah rebah
b. Lencana
c. Papan nama
d. Tan da pen gen a)

e.

f.
g-
h.

Baju motif bercirikan 
khas daerah 
Kancing baju
Rok \ 5 cm di bawah lutut warna gelap 
Celana panjang warn a gelap

- 18-
\



3. Pakaian yang Berdrikan Khas Daerah untuk Wanita HamU;

Keterongan :
a. Krah rebah
b. Lrncana
c. I^pan noma
d. Tanda pengenai

c. Kanclng baju
f. Baju motif be rcirikan khas daerah
g. Rok 15 cm <ti bawah lutut wama 

gelap

• 19



4, Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk Wanita 

Beij i 1 bab / Berk cru d u n g:

Ketcrangan;
a. Jilbab/ keixid u ng
b. Krah rebah
c. Lencana
d. Papan natna
t. Tanda pengenal
f. Baju motif bercirikan khas daerah
g. Kancing b^u
h. Rok panjang/crlana panjang

f0

UPATI BOYOLALI,

■VSENO SAMODRO

• 20 •
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATl BOYOlJ\LI 
NOMOR '2. TAHUN 2018 
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS 
DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABU PATEN BOYOLAU

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU PATEN BOYOLAU

A. PIN LAMBANG DAERAH:

B. PAPAN NAMA:

NAMA DENGAN GELAR

/



C. TANDA PENOENAL:

DL'PAN BELAKANO

€
V^ P^RW vk^A^ kAkVAl OAfK'VJI 

kjsft ll,Mt',MHIVULUJ

Knt)
wm/ASvok

'<AMA OFNCAK CM.AR

I |<ahfta»Batoin|iiii|^iijiii94iattnA^ktwykm

Uma^wi ■■ CWCJ
i Tall h%«iiJn Ian* h>Uu;BdiwAAiatn*ii9 

wfititi Ai««M EfWJ U%faBi tfeyM ana

Wijkhi..............................

OTO’AX rtKH AUL4/< fUKVAT DaJSaU 
MBiPAiVi ermji aj t

kriTA

(T.V4H IKUMi < AP fMMH)

^BUPATI BOYOLALli I'
<SENO SAMODRO

f 1-^

• 2 -



BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR ri TAHUN 2018

TENTANO

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT 
PIMPINAN DAN ANGOOTA DEW AN PERWAKUAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOYOLAU

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

Mengingat

BUPATI BOYOLAU.

bahwa daiam rangka memenuhs ketentuan Paaal 13 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Hak Kcuangan dan Adminiatratif Plmpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Standar 
Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Boyolali;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Daiam 
Lmgkungan Propin si Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberape kali terakhir dcngan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Admin iatratif Pirn pi nan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 
Nomor 16. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 183);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
194);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana tel ah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Peru bah an Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 53 Tahun 2016 tentang 
Uraian Tugas J aba tan Cselon Pad a Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 53);

9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali 
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetopkan: PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG STANDAR 
SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I



#
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BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam PeraCuran Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyoiali.

2. Bupati adalah Bupati Boyoiali.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelen^ara 
peinerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom,

4. Dewan Penvakilan Rakyat Daerah. aelanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga penvakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua 
dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyoiali sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan,

6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota 
DPRD Kabupaten Boyoiali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

7.

8.

9,

Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin 
Sekretariat DPRD.

Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang selanjutnya disebut 
Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan dalam tugas kedinasan 
Pimpinan dan Anggota DPRD,

Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapl Pakaian Dinas.
10, Kelengkapan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 

kelengkapan pakaian yang dikenakan atau dipakai sesuai dengan jenis 
pakaian dinas termasuk peci, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu.

BAB [I
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu 
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2
Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
a. Pakaian Sipil Hanan;
b. Pakaian Sipil Resmi;
c. Pakaian Sipil Lengkap;
d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang; dan
e. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah,

Bagian Kedua.
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Bagtan Kedua 
Pakaian SipU Harlan

Pa sal 3

(1) Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan 
lainnya yang bersifat umum.

(2) Pakaian Sipil Harian laki-laki ditenlukan sebagai berikut:
a. jas lengan pendek dan ceiana panjang wama sama;
b. leher berdiri dan terbuka;
c. 3 (tlga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kin dan 2 (dua) bawah kanan 

dan kiri;
d. kancing 5 (limaj buah; dan
e. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, aepatu pantofel wama hitam.

(3) Pakaian Sipil Harian wanita ditentukan sebagai berikut:
a. jas lengan pendek dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah 

lutut wama sama;
b. leher berdiri dan terbuka;
c. 3 (tiga| saku terdiri dari I (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan 

dan kiri;
d. kancing 5 (lima) buah; dan
e. sepatu pantofel wama hitam,

(4[ Pakaian Sipil Harian wanita beijilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga 
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 4

(1) Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, 
menerima tamu-tamu luar negeri dan rapat paripuma yang bukan 
paripuma istimewa,

(2) PaJcaian Sipil Resmi laki-laki ditenlukan sebagai berikut:
a. jas lengan panjang dan ceiana panjang wama sama;
b. leher berdiri dan terbuka;

3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan 
dan kiri;
kancing 5 (lima) buah; dan
ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu pantofel wama hitam,

(3) Pakaian Sipil Resmi wanita ditentukan sebagai berikut:
a. jas lengan panjang dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah 

lutut wama sama;
b. leher berdiri dan terbuka;
c. 3 (liga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan 

dan kiri;

c.

d.
e.

d. kancing.



(4)
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d. kancing 5 (lima) buah; dan
e. sep>atu pantofel wama hitam.

Pakaian Sipil Reami wanita berjilbab dan hamii menyesuatkan.

(1)

(2)

(3)

Bagian Keempat 
Pakaian Sipil Lcngkap

Pasal5
Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, 
dipakai pad a upacara-upacara resmi kenegaraan atau peijalanan dinas 
ke luar negen> dan rapat pari puma istimewa.

Pakaian Sipil Lengkap laki-laki ditentukan aebagai bcrikut:
a. jas warna gelap;
b. celana panjang wama sama:
c. kemeja putih dengan dasi;
d. peci hitam; dan
e. sepatu pantofel wama hitam.

Pakaian Sipil Lengkap wanita ditentukan scbagai berikut:
a. Jas warna gelap;
b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut wama sama;
c. kemeja putih dengan daai; dan
d. sepatu pantofel w'arna hitam,

(4) Pakaian Sipil Lengkap wanita bejjilbab dan hamii menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 

Pasal 6
(1) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf d, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-han maupun 
keperluan tugas lapangan.

(2) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang laki-laki ditentukan sebagai 
berikut:
a. kemeja lengan panjang, berlidah bahu;
b. celana panjang wama sama;
c. 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri; dan
d. sepatu pantofel wama hitam.

(3) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang wanita ditentukan sebagai berikut:
a. baju lengan panjang, berlidah bahu;
b. rok 15 cm {lima belas centimeter) di bawah lutut wama sama; 
c- 2 (dual saku di bawah kanan dan kiri; dan
d. sepatu pantofel wama hitam.

(4) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang wanita beijilbab dan hamii 
menyesuaikan.

Bagian Keenam.
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Bagian Keenain
Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah

Pasal 7
(1) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf e, dipakai dalam rangka menghadiri acara non formal di 
luarjam keija DPRD.

(2j Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk laki'laki ditentukan aebagai 
berikut:
a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
b. celana panjang warn a hitam; dan
c. ikat pinggang nilon/kulit» kaos kaki dan sepatu pantofel wama hitam.

(3) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah untuk wanita ditentukan aebagai 
berikut:
a. baju lengan pendek, berlidah bahu;
b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut wama hitam;
c. 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri; dan
d. sepatu pantofel wama hitam.

(4) Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah beijUbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 8
Model Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud 
daiam Pasal 2, tercantum dalam Lamp Iran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Heraturan Bupati ini.

BAB in 
ATRIBUT

Bagian Kesatu 
Jenia Atribut

Pasal 9
Atribut Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
a. pin lambang daerah;
b. pa pan nama; dan
c. tanda pengenal.

Bagian Kedua 
Pin Lambang Daerah

Pasal 10
(1) Pin lambang daerah sebagaimana dimaksud Haiqm Pasal 9 huruf a dipakai 

pada semua jenis pakaian dinaa.
(2) Pin lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari 

bah an logam wama kuning emas.
(3) Pin lambang daerah dipakai di dada sebelah kiri I cm (aatu centimeter) di 

atas saku

Bagian Ketiga....
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Bagian Ketiga 
Pa pan Nama

Paaal It

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dal am Paaal 9 huruf b menunjukkan 
nama seseorang yang dipakai di dada kanan.

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pad a ay at (1) terbuat dari bahan 
dasar cbonit/plastik, wama hitam dengan tuliaan wama putih.

Bagian Kecmpat 
Tan da Pengenai

PasaJ 12

(1| Tanda pengenai sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 9 huruf c dipakai 
untuk mcngetahui identitas Pirn pi nan dan Anggota DPRD.

(2) Tanda pengenai dipakai oleh Pimpinan dan Anggota dalam meryalankan 
cugas.

(3) Tanda pengenai sebagaimana dimaksud ayat (1) di pa sang pada 
kantong/saku baju aebelah kiri di bawah pin lam bang daerah.

PasaJ 13

Bentuk dan model Atribut sebagaimana dimaksud dalam Paaal 9 tercantum 

dalam Lam pi ran (1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.

BAB IV
PENYEDIAAN PAKAJAN DINAS DAN ATRIBUT

PasaJ 14

(1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan 
dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.

(2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pakaian Seragam Marian disediakan 2 (dual pa sang dalam 1 (satu) 

tahun;
b. Pakaian Seragam Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam \ (satu) 

tahun;
Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;c.

d.

e.

f.

Pakaian Dinas Marian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang 
dalam 1 (satuj tahun;
Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang 
dalam 1 (satu) tahun; dan
atribut disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pengadaan.
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(3) Pcngadaan Pakaian Dinas dan Atribut Piropinan dan Anggota DPRD 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
STANDAR SATUAN HAROA PAKAJAN DINAS DAN ATRIBUT

#

Pasal 15
(1) Standar satuan harga Pakaian Dinas Pimptnan dan Anggota DPRD adalah

sebagai berikut:

a. Pakaian Seragam Harian sebesar Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah) 
sctiap stel;

b. Pakaian Seragam Reemi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap 
stel;

c. Pakaian Sipil Lengkap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap 
stel;

d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebesar Rp2.(X)0.000.00 (dua juta 
rupiah) setiap stel; dan

e. Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah sebesar Rp) .000.000,00 (satu 
juta rupiah) setiap stel.

(2) Standar Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:
a. pin lambang daerah sebesar Rp75,000,00 (tujuh puluh lima ribu 

rupiah);
b. papan nama sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); dan
c. tanda pengenal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) temiasuk
ongkos jahit.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pesai 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten BoyolaJi.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 2h 2ov^

BUPATI BOYOLALl,

SEND SAMODRO
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Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal ^

SEKRETARIS DAERAH 
KABUR iTENBOYOLALI.

SRJ AjRDTNINGSlH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR vt

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAG IAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLAU,

SURATNQ
Pembina

NfP. 19660403 199503 I 002



LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATl BOYOLALi
NOMOR M 2018
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS 
DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE RAH 
KABUPATEN BOYOLALI

MODEL PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

A. PAKAIAN SIPIL MARIAN (PSH| 

1. PSH Uki-Laki:

I • J?..\: ■ s

I ..IV.IV. •

Kstercrtgon:

o. 10^ berdn
b. Lenc9>a
c. P^on nano
6. Sciu d<Jam deo9 ata$ 

Tondo pengenof

1 Jotiengon oendek 
g. Kondrtobalu
K saij |os fertutijp kcrion to ^
L Cdiar^ ponjar>g wane MrTiodooto Jos 

Sombungon bohu



2. PSH Wanita:

- c

MstaronQon i

a KWbefdrt. 
b. Lenconal 
aSofcu)o$atas 
d pQpanrxrno 
6. TorWo oengend

f. J08 ienQon peodek 
Q. Kondig
h. Sd(u)« dep(7) bovMOh konai dan ttt 
L Rc* 16 cm dCowcfi luM war\) wmo deogon )QS
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3, PSH Wanita Harail:

f —

Kotorangan;

a KranroDtft
b. lanccna
c. Soku dMn otOB aebelah kM 
d Kfxjii nemo
0. lonoaocngend

f. Jos iengcr osr>Oek
g. Job
h. nj
I. ftok 16 cm dl ExMh orufwarnc Bomo dengon |ot

-3-



4. PSH Wanita Hajnil Beijilbab/Berkerudung:

KStefongan*

a. Kain kerudung woma scma dengon \as don roK
b. Kfoh reboh
c. Lencono
d. Saku dalom otos eobotah Mrl
e. Pcpan noma

f Tondo pengenal
g. Kancing joa
h. Jos iengon par^ong 
I. Plul
j, RokponjcsTg

■ 4 -



B. PAKAJAN SIPIL RESMl (PSR) 

1. PSR Uki-Uki:

Kcterangan :
a. Krah bcrdiri
b. Pa pan nama
c. Saku daiam tanpa tutup
d. Kancingjaa
e. Jas lengan paq>ang

f.

h.

Saku bawah 
tertutup kanaa
dan klri
Sambungan bahu 
Cclanu panjang 
wama aama
dgngan J^a

-5-



2. reRWaniia:

Keierangan :
a. Krah re bah
b. Saku dalani tan pa tutup
c. Pupan nama
d. Kandngjas
e. Jas lengan pargang

Saku bawah tertump kanan 
dan kiri
Rok 15 cm d (bawah 
lurut/Celana pai^ang warna 
sama dengan jaa

•6 -



3. PSR Wanita Hamil;

Keterangan:
a. Krah re hah
b. Saku da Jam tan pa tutup
c. Pa pan nama
d. Jaa kngan panjang

e. Kandng jaa
r. Plui
g. Rok 15 cm dibawah luiut.
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4. PSR Wanita Berjilbab/Berkerudung:

Kcterangan:
a. Jilbab/Kerudung
b. Krah rebah
c. Saku dalam tan pa tutup
d. Fa pan nama
e. Kancingjas

f. Jaa lengan pa^ijang
g. Saku bawah tenutup kanan dan

tori
h. Rok panjang.

-8-



C- PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) 

1. PSL Laki-lald:

KMangm:

a Kernel wcfna putTi
b. Dos)
c. S<JSJ}CU W OKs
d. Jos laogan por^me wono soma dangcYi cekw 
a ^^TvUngJot
f. Soioj ^ kffis) doi ttl
g. Cetono pv^cng 
t\ ScmbungcJT txJiu
i Lengon por^ang dengon laancing d bud)

-9 •



2. PSLWanxta:

KsteRngorv

a Kemela wona punh 
b. Das
& Sdoj |q8 ttf otos
d. Jos \sngcn pcnjang vicma scma dengcn cdma
6. iCnctxi jofi
t Sdiu |(a bCMOh tertutip luTton d(7i W
g. Rok 16 cm d bowoh Kiut
h. Lengonponicinodenocn kandng 3 bu^

- 10-



3. PSL Wanita Hamil:

'' I /,

Ketercrtgan:

Q. Kem^ wama putih atau terang
b. Dost
c. Soku |QS kirl otos
d. Jos tengon panjang Nvamo samo dengon cetono 
8. Kcsnclng I os
f. Rok panlong
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4. PSLwanita Betjilbab/Berkerudung:

Keterangan:
a. Kcrudung dengan wama bebas. 
b- Kerncja wama putih.
c. Dasi,
d. Saku jag kin atas.
e. JaB lengan panjang wama sama dengan rok.
f. Kancingjas.
g. Saku bawah kanan dan kiri.
h. Rok panjang.

- 12 -



D. PAKAiAN DINAS HARIAN LENGAN PANJANG

1. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Laki-laki

Kcterangan:
a. Krah bcrdiri
b. Lklah bahu
c. tambang Uaerah
d. Papaii nama
c. Tanda pftngenal 
C. Saku baju depan kanan dan 

kin
g. Baju lengan panjang

h. Kancing boju 
u lka( plnggang
j. Baku cclann depan kanan dan kiri
k. Celana panjang wama sama dengan 

bnj\i
l. SambungHti bahu
m. Saku celana belakang scbelah 

kanan tcrtuiup

• 13-



2. Pakaian Dinas Harlan Lengan Panjang wanila

ir/Tp. s

Kclcrangan:
a. Krah berriun
b. Udflh hahu
c. Lam bang daerah
d. Pa pan nama
e. Tanda pengenal

f. Saku baju depan kanan dan kiii
g. Kancing baju
h. Baju lengHn panjang
L Olana panjang wama sama dengan 

baju

• 14-



3. Pakaian Dinas Marian Lengan Par\jang Wanita Hamil

I’..

Kclcrangan:
a. ICrah bcrdiri f. B^u lengaa panjang
b. I^mbang daerah g. Kane lag baju
c. Papan nama h. Plui
d. Saku dAiam atas kanan i. Rok 15 em di bawah lucut
c. Tanda pengenai

- 15-



A. Pakflian Dinas Harian Lengan Panjang Wanita Berkerudung HamU

Keterangan:
a. Jilbab/kcrudixng h. Kancing bHju
b. Krah berdiri 1 Baju lengan panjang
c. Udah bahu j. Saku bhju twwah kanan dan kiri
d. l^mbang dae*rah k. Rok/ Celana panjang wama sama
e. Papan nama
f. daiam kiri alas
g. Tanda peogenai

dengan baju

• 16 •



E. PAKAIAN YANG BERCIRIKAN KHAS DAERAH

1. Pakaian yang Berdnkan Khas Dae rah untuk LaJd-LaJd:

# i

Kfterangan :
a. Krah brrdiri
b. Lrncana
c. Pttpun nama
d. Tanda pengenal

t. Kanclng baju
f. Celana panjang wama gelap
g. Kemcja moiif bcrclrlkan khas 

daerah
h. Belahan aamplng

• 17 -



2. Pakaian yang Bercirikan Khaa Daerah untuk Wanita:

9

a

Keterangan :
a. Krah re bah
b. Lencana
c. Pa pan nama
d. Tanda pcngenaJ

e.

f.
S
h.

Baju motif bercirikan 
khas daerah 
Kancing baju
Rok 15 cm di bawah lutut wama gelap 
Cel an a panjang wama gelap
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3. Pakflian yang Bercirikan Khas Dacrah untuk Wanita Hamil;

KeTerangan:
a. Krah rcbah
b. Lencana
c. Papan nama
d. Tanda peogcnal

c. Kanclng b^Ju
r. B^u motif berdrlkan kbafi dacrah 
g. Rok 15 cxn di bawah lutut warna 

xelap

19



4. Pakaian yang Bercirikan Khas Dacrah untuk Wanita 

Beij Ubab / Bcrkeru du ng:

t

Keterangan: 
a. Jilbab/kerudung 

Krah rebah 
L«ncajia 
Papan nama 
Tanda pengenaJ
Baju motif bercirikan khas daerah 
Kancing baju
Rok panjang/celana panjang

b.
c.
d. 
€. 
f.
g-
h.

BUPATI BOYOLAU.

V 2

SENO SAMODRO
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LAMPIRAN l(
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR '1TAHUN2018 
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA PAKAJAN DINAS 
DAN ATRJBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABU PATEN BOYOLALI

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU PATEN BOYOLALI

A. RN LAMBANG DAERAH:

B. PAPAN NAMA:

NAMA DENGAN GELAR



C. TANDA PENGENAL:

DEPAN BELAKANG

rtr^.ss ngWAxnjLS k\kya> uawaji 
K\BT\TFMimoiAli

fOTO
SRWaRNA

NaMA DEN'LAN cclab

7«n^ [%^rpl n uekki

CfT)D Kahupstt] ^ftnnldt hslis^itVPft umoU uh»
;cr0U)>m f—>hypan)miharkcpuiingiwUVU 
TaAi F^s^asol n ]«r>* ha^oj pch rniHi fna|atoiLr> 

miai^ Ai«»ai UW) MKfulcn nw

B-y*k«.
orwAK mm AKU An xakv m dauuji

KAffiVAlt^^ BOStMAJi 
krU'A

(TANPaTA*IA.VAP immv

BUPATI BOYOLAU,

'W—'
SENO SAMODRO
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